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C.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANO MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

vakwa dalam rargks pelaksanaxn ketentuan Pasal 8 ayat {2)
Peratisran Menters Agama Nomor 90 Tahun 2013 testang
Penyelenggaraan Pendidikan Madmsah, perdu memberikan n
techadap Madrasah Swasta di lingkurgan Kantor
Wilsynh Kementerian Agama Provins: Jawa Teagak,
balwa dalam rangka meningkatkan akses pendidican madrasah
yung bermutu, periu memberikan kesempatan masyarakat
melalul organisasi berbadas hukam untuk menyelerggarakan
mmwmmm
bahww Madrasals yang tercantuss di bawah inl telah memenuhi
sammm.dmw teknis, dan kelayakan yasg telah
itetapian:
bahwa berdasasican pertimbangan scbagussana disaksud
dalam buruf a, b dan ¢ datas, perlu menctapkan Keputusan
Meaters Agama tenang pemberian lzin Operasional Pendirian
Madrasah Ibtidabyah Al fslam Kepundusg Kabupaten Batang
Provinad Jawa Tengah,

U Nomor 20 Tabun 2003 rtestung Sistem
) Nasional (Lessbaran Negara Republic Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembasan Negara Republi
Indomesia Nomor 4301);
Undang-undang Nomor 14 Tabun 2005 tentang Guru dan Dosen
(Lembaras Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,
Tumbahan Lembaran Negaza Republik Indonesia Nomeor 43864
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 ten Swndar
Nasiona) Perdidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 2005 Nessor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4496} scbugaimana telah diubah dengan
Feraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2010  Semiang
FPerubahas Atas Permturan Peswerintal Nomee 19 Tabun 2005

{Lembaran Negara
Iedocesin Tabun 2013 Nomor 71, Tambahan
Lembaran Negara Repaablik Indonesia Nesooe 54104
Peraturan Pemerintah Nomee 47 Tahun 2008 teotang Wajib
Peadidian Dasar (Lembaran Negara Republik [ndonesia
Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Ropublik
Indonesia Nomoe 4863)
Peraturan  Pemerintal Neesor 48 Tahun 2008 tentang
Pendansan Pesditian (Lembaran Negars Republik Indonesea
Tahun 2008 Nomor 91, T ambakan Lembaran Negara Republik
Indomesia Nomor 4864,

6. Peraturan. .,



10.

L

Memperhatikan:

Menetapcan

KESATU

Peraturan Pemerintah Nomes 74 Tahus 2008 tentang Guiv
fambaran Negara Republik Indonesia Talun 2008 Nomor 194,
Tacobahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomee 49 1)
Perataran Peserintah Nomor 17 Tahun 2010 semtang
Pengeiclasn dan Peayelenggaraan Pendidican (Lembasan
Repubtdx Indonesia Tabun 2010 Nomer 23, Tem
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5105) scbagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomoe 06 Tahun
2010 tertang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Neesor 17
Tahun 2010 tentang Peogelolasn dan  Penyelenggaraan
Pendidikan (Lesmbaran Negara Repubik | ndoncuh‘l‘ahm 2010
Nomoe 112, Tambatan Lembarsn Negara Republik Indooesia
Nomeor 5157,

Peraturan Menteri Pendidikan Nasiceal Neesor 24 Tadun 2007
tentang Standar Sasana dan Prusarana  untuk  Sckelah
Dasar/Madrasah ibtdalyah, Sciclah Menengah

Atas/Madrasah Alivah;

kmmnumlm mumum|5?-hmzo:o
Swundar Minimal Pendidikan i
x-mm/m.-wmmmkmm
Menteri Pendidikan dan Kebudaysan Nomor 23 Tabun 2013
nnm.mm:mugmmw
masmmlommwmw

Pendsdican &i Kabupaten/Xota,
Peruturan Mentert Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Suandar
Kompetensd Lulusan dan Standar Isl Pendidikan Agama Iaslam

dan Bahasa Arab di Madrasah;
Peraturan Menteri Agassa Nomor 2 Tahun 2012 tentang
was Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Isiam

dengan
Menton Agama Nomor 31 Tabun 2013 tentang Perubaban Atas
Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tabun 2012 tentang
Pengawes Madrasah dan Pengawas Pendidikan Aguma Isam
pada Sckolah (Berita Negara Republik Indonesia Tadun 2013
Nomor 084);

. Peraturan Memteri Agama Nomor 90 Tahum 2013 tentang

Perdidikan Madrasak (Berita Negara Repubik
Indonesia Talun 2013 Nomor 13832),
1. Nota Dinas Pertimbengan dari Kegala Bidang Pendidican
Madrasah Nomer @ Kw. 11.2/PP.02.2/27912.4/2014, Tanggal
7 Oktober 2014 ;

2, Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Aguma

Kabupaten [atang. Nossce : Kd.11.25/2/PP.00/3227/2014,
Tanggal 26 Agastus 2014;

| KEPUTUSAN MENTER!I AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG

PEMEBERIAX 1ZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAM
IBTIDAIYAN AL ISLAM KEPUNDUNG KABUPATEN NATANG
PFROVINSI JAWA TENGAH,

:ummwnwmwumwm

whegaimana tercantum dalam lampiran yang mergpakan bagian
tidak terpisankan dan Keputusan ini,



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

: Bagi Modrasah [btidaiyah sctelah jangkn waktu 7 (tjub) tahun,

Kepala Modrasah yang bersangkutan wagb :

;mmwmmmnm
Kantor Kementerian Agama yang memuat sodikit

b, Mengajukan perndaftaran visitast akreditasé seicolah/madrusahb
kepada BAP-S/M  sesual  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan,

 Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam

diktum kedua huruf a dindal memenuhil standar polayanan minimnsal
mmman/mmnmumm

dimaksud Diktum Kedua huruf b mendapat peringkat ménienal C,
malka izn operasional sebagimana dimaksud dalam Diktum Kesatu
totap berlaku.

: Dalam hal perkembangan madrasah scbagaimana dimaksud dalam

Diktum Kedua huruf a dinilai memenuli standar pelayanan minimal
ml'-l pendidilcan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana

Diktum Kedua huruf b tidak mendapat peringicat minimal
C, maka @2in operasional schagaimans dimaksud dalam Diktum
Kesatu dicabut.

: Keputusan inl mulal berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditctapkan di Semarang
pada tanggal 2 Januarn 2015

AN, MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
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IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL
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